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BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR [ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 274 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2021, Keputusan Menteri Keuangan tentang
penggunaan sebagian (earmarking) Dana Alokasi Umum atau
Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program
Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka
diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan
sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
untuk melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran
serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021
tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber
Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran
2021, Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor
440/2757/Keuda hal Hasil Penetaan (Mapping) dan
Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/4241/2021 dan adanya  pergeseran
anggaran pada Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati
Banyuasin Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun Anggaran 2021, perlu ditinjau kembali,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun
2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Prov nsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2002 Nomor 19, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lernbaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lermmbaran Negara Repukblik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
~euangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tzmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nornor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jarninan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2006 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tzmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tembshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan  Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua «:as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
reatang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5&, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomror 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor €0, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesic. Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Peraerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan  Pemrerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lernbaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Noror 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lernbaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan  (Lernbaran  Negara  Republik
Indonesia Tehun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
reatang Sistem Infermasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indoniesia Taaun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 51895);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perrbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negeara Kepublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041});

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6.78);
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Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,
Tzmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63.22);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Kkeuangan Untuk Penanganan Pandemi
coronda  Virus Discase 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam
Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan
Perckonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistern Keuangan
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tzmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan  Presiden Nomor 17 Tahun 2018  tentang
Pernyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 34);

Peraturan Presider. Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tzhun 2020 Nomor 94);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan
Jasa Dalam KRangka Fercepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19j;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
reatang Penetapan Kederuratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease (COV![D-19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
Lentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuargan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 250);
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Peraturan Menteri Keuargan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Dalamm Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor
Per-4 /PK/2020 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi
Umum Tahun Anggaran 2020 Bagi Daerah yang Tidak
Memenuhi Kewajiban Penyampaian Laporan Dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan
Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka
Pencegahan Dan/Atau Penanganan Corona Virus Disease 2019
{COVID-19),

Keputusan Bersarma WMenteri Dalam  Negeri dan Menteri
aeuangan Nomor 119/2513/8J dan Nomor 177 /KMK.07 /2020
tentang Percepatan Penyesuailan APBD Tahun 2020 Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

. meputusan Mentert keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang

Penundaan Penyaliuran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana
Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak
Menyampaikan Laooran Penyesuaian Anggaran Pendapatan
den Belanja Dacral: Tahun Anggaran 2020;

. kKeputusan Mer.teri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/201.5/2020 tentang Pemanfaatan Dana
Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan
Dan/Atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
204 /KPTS/BPBD-22/2020 tentang Penetapan Status Keadaan
Tenggap Darurat Bencana Nen Alam Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) ;

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perrbentukar. dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18,
Tzmbahan Lembaran Daeralh Kabupaten Banyuasin Tahun
2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Percbentukar dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2021 (Lemberan Dacrah Kabupaten Banyuasin
Tzhun 2020 Nomor 10);



Menetapkan

42. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 139 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanj
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 20T
Nomor 139);

43. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pergescran Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daeran kKabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 695);

44, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2020 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Bariyuasin Tahun 2020 Nomor 207);

45. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 274 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KAEUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB 1
UMUM

Jen:s Perubahan Penjabaran APBD 2021
Pasal |

Peraturan Bupa: Banyuasmm Nomor 274 Tahun 2020 tentang
Penianaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2020 Nomo: 274), diubah karena terjadi
pergeseran anggaran antar Janit organisasi, antar kegiatan, antar
kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan
antar rincian obyek belanje serta perubahan/pergeseran uraian
rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan
perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang
bersifat strategis.



BAB II
PERUBAHAN

Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam APBD

Tahun Anggaran 2021

Pasal 2
0. Perangkat Daerah
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 | Dinas Kesehatan
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang
4 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
o ST i Pertanahan — T — i e
| 5 _4 Dinas Sosial i |
6 ' Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
______ 7 | Satuan polisi Pamong Praja |
| 8 | Dinas Ketahanan Pangan . e
.9 ___;_I;ipas Lingkungan Hidup
10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
i 11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12 | Dinas Perhubungan
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
14 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
16 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
17 | Dinas Perkebunan dan Peternakan
18 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19 | Sekretariat Daerah
20 | Sekretariat DPRD
21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
22 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
23 | Inspektorat Daerah R
| 24 |Kecamatan Banyuasinl
' 25 | Kecamatan Banyuasin 1l -
26 | Kecamatan Betung
' 27 | Kecamatan Rantau Bayur .
| 28 _' Kecamatan Talang Kelapa AL -
29 Kecamatan Rambutan |
T 30 | Kecamatan Suak Tapeh
__§_1__ﬁ__l§§9_ap'1atan Banyuasin I B
32 | Kecamatan Makarti Jaya
} 33 | Kecamatan Sumber Marga Telang D
. 34 | Kecamatan Muara Padang
| 35 | Kecamatan Karang Agung Ilir




BAB I

PENGATURAN LEBIH LANJUT
PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2021

Pasal 3

Bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan
Pasal 2 akan disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Melalui Peraturan Bupati ini kepada Perangkat Daerah yang
mengalami pergeseran diminta mengambil langkah-langkah
pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 26 April 2021

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 68



